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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKAXG

Sesuai dengan pasd 17 ayat (1) UndangFundang No' 10 Tahun 2007

tentang Ke{enaganukliran, setiap pemanfaatan tenag€ nukfir wajib merniliki izin'

Untuk rnelaksanakan amanat UU tersebut dilakukil srEiu pro6€s pelayanan

perizinan instabsi nuldir. B€dasarkan UndangFurdang Repblik lndonesia Nomor

25 Tahun 2OO9 tsfltarE Pelayanan Puuik dan ddam rangka penyelenggeraan

pelayanan perizinan insialasi dan bdlan nuklir pedu disusun suatu slsnder

pdeyanan. Standar pelayanan disusun sebagai iaminan danya kepashn bagi

penerima layanan, sehingga mampu mernberikan Palayanan yang dapat memenuhi

dan memuaskan dhak Yang dilayani'

I.2 TUJUAN

Tujuari dbusunnya Standar @Yanan p€rizinan Pemanfaatan bahan nuklir

eddah untuk:

1 . rnemberikan kepastian pelayanan

2. meningk€tkan kualitas dan kinerta pdayanan

3.sebagsitolokukurdanFdomanpenyeb]rggafaanpelayanen

4. sobaggi acuan penilaian kualits pelayanan

Sfandar pelayan$ ini merupakan b€rnuk kerflaiiben dan janii BAPETEN

kepada masyarakat dalam rndnberikan P€layanan yang berl(ualites dan terukur

sesuai peratu€n yang berlaku'

I.3 RUAI{G LINGKUP

Ruang lingkup standar p@anan perizinan Pemanfaatan bahan nuklir berlaku

di Direklorat Perizinan lnstalasr den Bahan Nuklir (DPIBN) BAPETEN' vang meliputi:

1.3.1 Ruang linglup Jenis pelayanen
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Pelayanan Publik.

3. Peraluran Merleri Negara Penday4unaan Aparatur Negara Nomor 36

Tahun 2012 tentang p€,tunjuk teknis penyusunan, penetapan. dan penerapan

standa, Pclayanan.

.1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penzinan lnstalasi Nukllr

dan Pemantaatan Behan Nuklir.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif

Atas Jenis Peflerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir.

6. Peraturan Kepala BAPETEN lrlomor 4 tahun 20'13 tentang Proteksi

dan Keselamatan Radiesi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir'

7. Peraturan Kepala BAPETEN Norno|I Tahun 2009 tentang Ketentuan

Sistem Proleksi Fisik lnstalasi dan Bahan Nuklir'

8. Peraluran Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 201 1 tentang Sistem

Safeguard.

L Pereturan Kcpala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penatausahadl

Penerimaan tlegEra Bukan Pdak pada Badan Pengawas Tenage Nuklir'

10. Peraturan Kepala BAPETEN tahun 1O tahun 2011 tentang Sistem

Manajemen Badan Pengawas Tenega Nuklir.

t.5 DEF|illsl

1. Standar polrysnan addah tolok ukur yang diPergunak€n sebagai pedotnan

penyebnggaraan pelayanan dan acuan penilabn kualit6 sobegai kewaiiban

dan ianji Pcfiyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepal, mudah, teriangkau, dan terukur'

2- n Humrt PelaYanan adalah pemyataan lerlulis Yang b€risi

keseluruhan rincian karaiiban dan jfiji yang terdaPal dalam Standar

pelayanan

3. Perizinan adalah sduruh pr6€s yang mdiputi persyaratan dan tate cara

memperoleh izin, pers€tuiuan, relrisi, perpaniang€n, Pmbekuan'

: O3t12t2O14IBN/OO.9
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perrcabulan. dan kegiatan lain yang terkait dengan rzin pemanraatan bahan

nuklir;

4. Bahan l{ukllr adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan

berantai slau bahan yang dapat diubah menjadi behan yang dapal

menghasilkan reaksi p€mbelahan berar ai;

5. Bahan Bakar Nuklir Bekas adalah Bahan Bakar Nuklir teriradiasi yang

dikeluartan dari teras eaktor secara perrnanen dan tidak digunakan lagi

dalam kondisinya saat ini karena penyusutan bahan fisil, peningkalan racun'

alau kerusakan akibsi radiasi;

6- Perfirhon adalah Badan Pebksana, Badan Usaha Milik Negara koperasi'

atau badan swasla yang berbentuk badan hukum yang mengaiukan

permohonan izin untuk nElaksanakan kegiatan pemanfaatan bahan nuklir'

7. Pemegang lzin adalah Badan Tenaga Nuklir Naslonal. badan usaha milik

negEra, koperasi, alau bedan usahs yang berbentuk badan hukum yang telah

memiliki izin pemanfaatan Bahan Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

S.KepufusanTfithrh.NegarayangselgnjdnyadisabutKTU}{adalah
kepulusan tertulis yang dikeluarkan obh badan atau pe,abat tata usaha

Negara berdasarken peraturan perundang-undangan yang beraku' yang

bersifatkonkret,indivklual,danfinal,yangmenimbulkanakibathukumbagi

seseorang atau badan hukum perdata

g.lzinadalahdokumentenulisddambentukKTUNyangdiberikanolehBadan

Pengawas Tenaga Nuklir kepada Penrohon untuk melakukan kegiatan

pemanfaatan Bdtan Nuklir:

10. Penilai dokumen adalah staf Subdirektorat Perlzinan Reaktor dan Bahan

Nuklir yang bertanggung jawab mebksanakan scrangka'an kegietan

pcnflaian dokurnen perizinan yang rneliPdi pemeriks^ean kelengkapan

dokumendanpenilaienteknis,termasukPembuatankonsepsuraipernyatagl

kelengkapan dan pemenuhan persyaErtan izin' pembuatan konsep izin

dan/atau konsep surat lainnya yang teRait dengan pertrinan pemanfaatan

Bahan Nuklir.
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11. Psngampu adalah staf Subdirektorat Perizinan ReaKor dan Bahan Nuklir

yang bertanggung jawab m€merikss ulang hasil p€nilaian yang dilakukan

oleh p€nilai terhadap dokumen permohonan izin dan mengelola kegiatan

perizinan pemanfaalan Bahan Nuklirl

12. Bendaheae Pencrimaan yang selanjulnya disebut Bendahara adalah orang

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan. menyetorkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang pendapaGn Negara dalam rangka

pelaksanaaan APBN di BAPETEN;

13. Dasar hukum adalah Peraluran perundang-undangan yang meniadi dasar

penyelenggaraan pelayanan. Perumusan komponen dasar hukum dibuat

dengan mengaqJ pada hssil k entifikasi, analisis dan pertimbangan Di

samping itu perlu mernpeft€tikan apatils terdaPat perkembangan kebijakan

atau ketentuan peratut8n perundang-undangan yang baru, yang dltadikan

dasar hukum delem aktivitas penyelenggaraan pelayanan, lermasuk

pemungutan biaya Pelayanan.

14. PeByaEttn adalah persyaratan yarE harus dipenuhi dalam pelayanan' baik

persyaratan teknis maupun administratif . PeGyaratan pelayanan rnerupekan

suatu tuntutan yang diperlukan (harus dipenuhi/dilakukan) dalam prces

penyebnggaraan pelayenan sesuai ketentuan perundangan yang bedaku'

Pe6yaraian pelayansn dapat berupa kelengkapan dokum€fl' barang' dan

lasa tergantung kebuluhan masing-masing jenis pelayanan Perumusan

persyaratan pelayanan perlu dibantu dengan mengidentifikasi melalui cara

melihatdes€rhukumalaukebijaken/kelcntuandariti€paklivitasienis
pelayanan, s!fiingga kemudhn dalam prosca Pelayanan dapat ditentukan

kesaluruhan persyaratan yang harus dip€nuhi oleh pemohon lzin Perumusan

persyaratan memperhatikan memperhetlkan prinsiP kesederhanaan'

ketefkaitan'konsislensi,danakuntabilitas'artinyapersyaratanharusmudah

dipenuhi,diikuti.tidakmemberatkan,seftadapatdipertanggungJEwabkan

kebenaran dan kepdiannya.
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15. Sbtem, melanbme, d8n pto!€dur adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan b4i pernbed dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan,

yang mengEndung tahapan kegiaian yang harus dilakukan atau dilalui dahm

sistem dan proses Penyelengg8reafl pelayanan Perumusan kornponen

rylekanisrE dan ploc€dur memperhdikan prinsip kesederhanaan, dan

akuntabilitas, artinya langkah pelaksanaannya harus mudah dijalankan,

tahapan/hbrarkinya dipadatkan. diupayakan tidak banyak simpuumeia, dan

dapat dipertanggungjawabkan kebenaran rnaupun kepastiannya' Untuk

memberikan keielasan alur mekanisme, urutan prosedur kegiatan dalam

proses pelayanan dibual atau digambarkan dalam suatu diagram/bagan alir

(flowchart).

16. Jangka wElitu Penyelesaian adalah ,angka waHu yang diperlukan untuk

rEnyelesaikan seluruh poses pelayanan dari setiap jenis pelayanan Unluk

menyusun komponen YraKu. langkdt portama p€r|u menghitung dan

rnengandisis waktu yang digunakan dalam melayani setiap ienis pelayanan'

Caranya dengan menghitung waktu riil yang digunakan (Urkan memPrediksi)

pada setiap tahap pekeriaan layanan, kemudian keseluruhan Proses tahapan

dalam prosedur tesebut dijumlahkan selanjulnya perlu mempertimbangkan

adanya kemampuan intemal dianiaranya: sarana' peralatan' fasilitas' dan

teknologi yang digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata' dukungan

tenaga kerja baik dari aspek kuanti{as maupun spek kualitas yakni dan

tingkat kompetensinya atau keterampilan kertanya' kedisiplinan'

tanggungiawab sena pengataman ddam panberian pdayanan selama ini'

dan haraPan Pemohon izin.

17. Blry.irrif dabh ongk6 yang dikenakan kepada penerima pdayanan

ddam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan yaflg b6amya ditetapkan

berdasarkan Peraurdl Pemerintah tlomot 56 Tahun 2014 Tentang Jenis dan

TarifAtaSJenisPenerimaanN€garaBukanPajakyangBerlakupadaBdan

Pengawas Tenaga Nuklir. Untuk selsniutlya dapat merumuskan analisis dan

perhitungan hafa/lerit pelayanan sebagBi bahan untuk usulan perubahan

'. 13 dan 21
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pen€tapan tiaya lebih lanjut apatila dipandang perlu untuk disesuaikan

dengan perkembang€n yang ada. Dalam merumuskan biayanarif peleyanan

perlu mempertimbangkan, diar aranya kondisi sosial, daya beli masyarakal,

perkembangan harga yang teoadi, dan biaya operasional dalam proses

produksi pelayanan.

18. Produk Polayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima

s6uai dengan ketentuan yang telah diletapkan. Produk pelayanan perizinan

pemanfaaian bahan nuklir berupa KetetaPan Tata Usaha Negara (KTUN)

tentang izin, Perpaniangan izin. perubshan izin, dan persetujuan'

19. Sarana, prasarana, den fasilitas addah peralatan dan fasilitas yang

diperlukan dalam penyelenggaraan pdayenan, termasuk peElalen dan

fasilitas pelayanan begi kelompok renlan sarans pehyanan berbentuk

berbagai fasilitas, peralatan kantor yang digunakan dalam proses

memprcduksi, menyediakan' atau memberikan pelayanan antara lain: meia'

kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik' mesin hilung' alal

tulis kantor, formulir' paPEn tulis, fasilitas pengolahan data, ponyimpan data

(database), peraHan korflroumoniloring, komputar' fasililas telGkomunikasi:

pesawat telepon, faximib, kendarasn dan la'nnya Sedangkan prasarana

berupa berbagai fasilitas atau peraldan yang mendukung dan melengkapi

berfungsinya sarana penyelenggaraan peleyanan secara baik dan opilmal'

arara lain: berupa instalasi listrik, telpon' air' ruang keria' ruang

rapaupertemuan. ruang penyimpanan arsip/dokumentasi ruang tunggu tamu'

ruang/halaman parkrr dan lain-lainnya yang dt'unakan langsung atau

menuniang dalam proses penyelenggaraan pelayanan'

20. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana melipdi p€ngetahuan, kcahlien ' ketremrihn dan pengaleman'

Penyusunan komponen komPetensi pelaksana untuk memberikan gambaran

mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan'

keahlian, keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap

pelaksanaataupetugasdalammenjalankantugaspenyelenggaraan

Tar
Hal . 14 dan 21
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23. Jumlah pelaksana adalah infrormasi mengenai komposisi atau iumlah

p€{ug6s yang melaksanekan lug6 sesuai pembagian den uraian

tugasnya.Jumlah pelaksana juga disertai dengan informesi komponen

kompelen$ @ksena. Dalem standar pelayanan ini telah mencantumkan

jumhh pelaksans tersebut, yang dilengkapi d€ngan dukur€en kualifikasi dan

kompeiensi yang m€mdai sesuai tidang tugas dan beban kerja dalam

pelayanan.

24. Jaminan Pelayanan adalah yang membefikan kepaslian pelayanan

dilaksanakan s€3uai clengan stafldar pehyanan. Untuk menunjukkan dan

memberik€n iaminan pelayanen tersebut, maka perlu upaya kreatil

menciptal€n suatu kebiiakan atau kelertuan (aturan main) yang berorientasi

ur uk melaksanakan stendar pelayanan secara konsisten, misal membuat

tata tertib. kode etik atau slogan sebaga lanii dalam penyelenggaraan

pelayanan berbreis standar pelayanan.

25. Jaminan Keamanan dan KesoLmatan Pslayanan adalah dalam bentuk

ko.nitmeriuntukrnemborikankopGtianrasaaman,bebasdaribahaya'dan

risiko keragtr raguan.

26. Evalusll kln€rta Polaklana addah Pcnilaian untuk mengetahui seberapa

Jauh Polaksanaan kegiatan sesuai dengan stander pelayanan Tujuannya

adalahuntukmelihatkembalitingkatkeakuratandanketepalanpenerapan

standar pelayanan yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi, sehingga organisasl dapat berialan secara

elisien dan efektif.

: 15 dari 21
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: Pedoman Unil Keria

: Stardar Pelayanan Perizinan Pernenfaalan Bdlan Nuklir

p€layanan. Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam

bebanlvolume, sifat pekeriaan, mekanisne dan posedur yang diialankan

serta peoggunaan teknologi dabm prcses penyelenggaraan pebyanan.

2 1 . Pengawa3an intamal adalah sistem pengendalian intem dan pengawassn

langsung yang dilakukan ol€h pimdnan saiuan kerja atau atasan langsung

peleksana. Peng6wasan internal merupakan pengawas:ln yang difokuskan

sebagai manajernen pengendalian internal yang berperan untuk meniamin

aldvitas penyelenggaraan Pelayanan agar dapat berialan oPtimal dan

konsisten sesuai dengsn stardSr peleyanan yang telah ditetapkan'

Pengawasan ini perlu dilakukan gBcara terus menerus untuk mencogah dan

meluruskan bila teqdi kesalahan/ penyimpangan, memtina dan membangun

iklim dan hrdaya kerja yang tertib, taat asas' mengembangkan etos ker,a'

disiplin dan Produktif .

22. Penanganan pengaduan, raran, malukan dan banding adalah tata cara

pelaksanen pengelolasn pangaduan, saran, m6ukan den banding.

Penang€nan ini merupakan mekanisne pengelolaan pengaduan' masukan

berupa kritikan, satarvusulan dan banding dari pemohon sebag€i reaksi

terhadap permasalahan yang teriadi dalam penyelenggaraan pelayanan'

Masukan pemohon penting urnuk dikelola secara proporsional sebagai bahan

untuk koreksi dan upaya perbaikan keuiekan pelaysnan ke depan' Unluk nu

penyelenggara harus rn€nyediakan saErna perqoduan yang mudah diaksos

obh masyarakal, dan menuniuk pc{uges untuk mengelola dan

menindaldanjuti secara l€pat. Dan analisa masukan mssyarakat maka dapat

teridefl(ifikasi faklor-faktor penyebab tmbulnya Pengaduan/keluhan pefnohon

antara lain bmahnya kd)unikasi, kurang terbukanya informGi' bmahnya

sistempencatatandandokumentasi,@yananyangkurangmemberikan
kemudahan bagi kepentingen atau kebduhan masyarakat' kurang konsislen

peiuggs dalam menialankan tugas pekeriaan pelayanan dengan penerapan

Standar Pelayanan. den leinnya'
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BAB II

STA}IDAR PELAYANAT

11.1 Pembahasan Standar Pehyanan

Langkah-langkah dalam pros€s pembahasan Standar pelayanan. dapal

dilEkukan sebegai berikul:

1 . Pershpan mombenluk Forum Pembahasan

2. Menetapkan tim standar Pelayanan. Keanggotaan Tim Siandar Pelayanan

beserta tugasnya dapat dilihat pada LampiEn l. Nd Dinas Penugasan'

3. Pros€s pembahasan rancangEn standar pelayanan harus dilakukan sampai

dip€roleh kesepakatan

4. Hasil pembahasan rancangan standar pelayanan harus dibuai atau dituangkan

dalam Notulen Rap€t, dengsn dilamriri dafrar pesena rapat sebag6r bukti teleh

dilakukan diskusi.

tl.2 totode Pembahesan Rrncatrgan Strndar Pelayanan

Untuk mengefuKilkan dalam pembehasan rancangan standar pelayanan' perlu

menentukan metode atau bentuucara pembahasan yang diEnggap mudah dan

prakis dapat dBunakan dalam forum bersama dalam pembahasan slandar

pelayanan. Metode yang digunakan dalam penyusunan standar pelayanan ini yaitu

dengan metode rapai bersama, pada forum ini, pertemuan dhdakan untuk

membahas, mendiskusikan atau mengklaCfikasi rumusan rancangan standar

pelayanan.

ll.3 Ponettp.n St ndar Pelayanan

Rancangan standar pelaysnan yang telah dihasilkan melalui proses

pembahasan kemudian disbpkan untuk ditetapkan oleh Direktur PIBN meniadi

standar pelayanan. standaf pelayanan berupa Ketetapan Tata usaha N€gara

(KTUN) Stendar Pelayanan Penzinan Pemanfaatan Bahan Nuklir' Ketetapan Tata

No Dok BN/00.9
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: Pedoman Unit Keoa

: Standal Pelayanan Pedzinan Pemanfaatan Bahan Nuklir

Usaha N€ara (KTUN) Standar Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir

dapat dilihat pada Lempiran ll.

ll.4 Penetapan iltklumat PelaYanan

Sebelum menerapkan slandar polayanan, DPIBN telah menyusun dan

menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan

kesar€gupan dan kewaiiban DPIBN untuk melaksenakan Pelayanan sesuai d€ng6n

standar pelayanan. Maklumat Pelayandl ditetaPkan oleh Diraklur P|BN Maklumat

Pelayanan yang telah dite{apkan dapat dilihal pada Lampiran lll'

Jalan Gajah tada M).8, Jakarta 10120
Tel. (02116385E269 - 70 Fax. (021) 63858269

I Jenis Dokumen

Judul
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BADAX PEXOAWAS TETAGA I{UXLIR
Nuclerr Energr' Reguletory Agency

1{OTA Oll{As
Nomor ; r q;/Pl oo/PlBNrlu2oltl

Kcpda Yth. : Terlamdr ( bnflratt 1)

Oari : Oirrktorst Pcrizinan IndaF dnn Ethtl Ntrklir

Larndran . 2 (du8) Berkas

F;r{i"l : Penugasan tim p'nyuarn dendar pobyanan prime

Tanggat : 5 Februari 2olzl

S€hubt^rElan dorEan dtselengoaral€'rnya kegilatan Penyusunan Standar Pelayanan

Prima Tahun 2014. mel$ dGtlgEfl ini kemi mohofl Saud€ra/i dapal menyusun Standar

Pelayanan Prima Tahun 2014 sesuai dengan pembagian tugas scbagaimana lerc{tnium

delem LdnFiran 2. Drelt sten(br pcleyanan prime motEn disamfrailgl flCng hmbat tangEd

31 Maf?l 2014 melalui cmail r'rmron@baoelen oo d atau s supyala@bapet€n go'U'

Oaflikian. atas pcrhatian dan kcdaana Sauderati diucepkan Erima kasih'

Direktur,
Penzinan lnstslesi dan Bahan Nuklr

n"* ee*v"h I 
L

NtP. 1 962071 31990031 001

''B*?s**4;1ffi"..$i+ptm#*,xiffi ?irr";'?iit8!*r'r*'
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Penerbitan perubahan izin pemanfaatan

bahan nuklir untuk kegiatan penelitian dan

LATPIRAN 2

PEMBAGIAN TUGAS PENYUSUNAN

STANDAR PELAYANAN PRIMA

Widi Laksmono
Winda Sarmita

Supervisor:
Budi Rohman
Heryudo Kusumo
Besar Winarto
Sudarto
Referensi :

PP No.2 Tahun 2014
PP No.29 Tahun 2008
PP No.27 Tahun 2009
UU No25 Tahun 2009
Peraturan Men PAN-
RB
No.36 Tahun 2012
Tambahan referensi
untuk
item No.31 :

PP No.26Tahun 20O2

Tambahan referensi
untuk
item No.33 :

PP No. 27 fahun
2002

F6E-rtitan ain pemanfaatan bahan nuklir

untuk kegiatan Penelitian dan

Penerbitan PerPaniangan izin Supyana
Aminudin Te.io Nugrohopemanfaatan bahan nuklir uniuk kegiatan

Ardiyani Eka P

Wdia Lastana lstanto
ffi;ruitan arn penrantaatan bahan nuklir

Penerbitan PerPaniangan iln
pemanlaatan bahan nuklir untuk kegiatan

FenerbitanErubahan zin pemanfaatan

bahan nuklir untuk
Fenettitan iz'n pemanfaatan bahan nuklir

Ardiyani Eka P
Tino Sawaldi ANileneroitanperpan janganzin

pemanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan

EnErotanperuuaeneronanperuuatranizinpemanf aatan

bahan nuklir untu!
ileneronan izn pemantaatan bahan nuklir

i#roffi;in penrantaatan bahan nuklir

untuk kegiatan penggunaan pada reakior

Pene-rtnanPerPanianganizin
fimanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan

Pen-erbii"nperubahanizinpemanf aatan

bahan nuklir untuk kesiatan eksoor
Supyana
Wnda SarmitaPe-,tettnan perPanianga n izin

oemanfaatan
Lnan nurlir untuk kegiatan penggunaan

ffi;tbta;En Pema,tfaatr" bahan nuklir

Penerbitan PeAaniangan izin

Imanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan



izin pemarfaatan bahan nuklir

Penerbrtan perpaniangan izin
pemanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan

PorErbitan peflJbahan izin Pemanfaetan ; lmron

bahan nuklir untuk kegistan pengalihan i Wnda Sarmita

Penerffian perpaniangan izin
p€manfaatan bahan nuklir untuk kegiatan

Penertilan perubahan rzin pemanfaatan
bahan nuklir untuk

Penerbitan lzin pemanfaatan bahan nuklir
untuk kegiatan penggunaan pada reaktor

lmron
Nur Syamsi Syam

25. I Penerbilan perpaniangan izin
pmanfaatan bahan nuklir untuk kegbten

Penerbitan perubahan izin pemanfaatan

bahan nuklir untuk kogiatan penggunaan

Penerbitan perubahan izin pemar#aatan
bahan nuklir untuk kegiatan penggunaan

Penerbitan izin pemanfaatan bahan nuklir
untuk kegiatan Penggunaan Pada

Penorbrtan perpanjangan izan

pemanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan

perubahan izin p€manfaatEn
bahan nuklir untuk kegiatan perEgunaan

Penerbitan Persetujuan impor bahan

penerUitin Persetuiuan ekspor bahan

penerbitan Persetujuan pengiriman
kembali behan bakar nuklir bekas
Penerbitan kete,iapan untuk penetapan

ian oemanfaatan bahan nuklir

Penerbitan perubahan izin p€man(aatan
bahan nuklir untd( kegi

Pinerbitan Persctujuan peleksanaan Ardiyani Eka

zat radioaKif Sinta Tri

Ardiyani Eka P
Wnda Sarmita

Shanthy Dhamayanthy

Winda Sarmita
Sinta Tri Hap,sari

Ardiyani Eka P
Ged€ Ardana Mandala

Supyana
Nur Syamsi Syam

Winda Sarmita
Shanthy Dhamayanthy

lmron
Gede Ardana Mandala

Penerbilan izin pemarfaatan bahan nuklir
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BADAI{ PETGAWAS TENAGA I{UKLIR
Nmlear Energr RegolrtorY AgelcY

Menimbang a.

Mengingat '. 1.

KEPUTUSAN DIREKTUR

PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

BADAN PEIGAWAS TEi{AGA NUKLIR

NONOR: PU}(/I)PIBN,OO'9

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZNAN PETANFAATAN BAHAN NUKLIR

OIREKTUR PEMANAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

b.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik

s€suai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna

mewujr/dkan kepastian hak dan kanaiiban berbagai pihak yang te*ait

dengan penyelengsFraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan

publik wajib menetapkan standar pelayanan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan

kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud hunF a, maka perlu

diletapkan standar pelayanan untuk pelayanan perizinan pemanfaatan

bahan nuklir dengan Keputusan Direnur Perizinan lnstalasi dan Bahan

Nuklir.

Undang-Undarq Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 20Og tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 'l 12, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36

Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan' dan

penerapan standar pelayanan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 23' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3676 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan lnstalasi dan

Pemanfaatan Bahan Nuklirl

2.

3.

4.

%€x,,rrils#Tit";:Iijq.i;ffiilS6;,,fd*.r31.,Tiffi;*fi',sj,i#i1T*1T:ri'?i;'t33i*r'1*"



5.

6.

-2-

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Paiak Yang berlaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/ K-

OTK /-04 tentarE Organisasi dan Tata Keria Badan Pengauras Tenaga

Nuklir sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 1

Tahun 2008;

fEi,UTUSKAN

KEPUTUSAN OIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UNTUK PERIZINAN

PEMANFATAN BAFIAN NUKLIR.

Menetapkan Slandar Pelayanan untuk perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

Lampiran sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA adalah bagian yang

tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

Standar pelayanan sebagaimana terlampir pada diKum PERTAMA ini wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja p€layanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan,

dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Prima untuk Penzinan Bahan Nuklir akan

dilakukan sesuai dengan kebutuhan;

Slandar Pelayanan ini mulai berlaku se,ak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAi(ARTA

Padaranssat ,$7l7lora

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Direktur,
,/

€
Reno Alamsvah I 

L

NtP 196207131990031001



LAMPIRAN KE-1

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR ' PUK/DPIBN/00.9

TANGGAL 3 Desember 2014

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

A. PENDAHULUAN

Datam rangka melaksanakan perizinan pemanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan

penelitian dan pengembangan yang efekttf dan efisien, maka perlu ditetapkan standar

pelayanan penerbitan iztn pemanfaatan bahan nuklir khususnya untuk permohonan dalam

kegiatan antara lain.

1. Kegialan Penelitian dan pengembangan.

2. Kegtatan Pembuatan

3. Kegiatan Produksi

4. KegiatanPenYimPanan

5. Kegiatan Pengalihan

6. Kegiatan lmpor

7. Kegiatan Ekspor

8. Kegiatan Penggunaan pada Reaklor Non Daya

9. Kegiatan Penggunaan pada Reaktor Oaya

10. Kegiatan Penggunaan pada Produksi Radioisotop

Maksud penelapan standar pelayanan penzinan ini untuk memberikan kepastian

pelayanan, meningkatkan kualitas dan kineria pelayanan' serta sebagai tolok ukur dalam

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

bentuk ke$rajiban dan ianii BAPETEN kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan

yang berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku'



B. STANDAR PELAYANAN

Porsyaratan

Pelayanan

:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 lentang

Ketenaganukliran;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perizinan lnstalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan

Nuklir:

Peraluran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penenmaan Negara Bukan

Pa,ak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga

Nuklir;

Peraturan Kepala MPETEN Nomor 10 Tahun 2014

tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan

Peraturan Kepala BAPETEN 10 tahun 2011 tentang

srstem manaiemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

1 . Persyaratan Administratif, meliputi:

a. Formulir permohonan yang telah diisi lerEkap

b. Bukti akta pendirian badan hukum; dan

c. Bukti pembayaran biaya permohonan lzin Pemanfaatan

Bahan Nuklar.

Persyaratan administratif lain :

a. Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan,

pembuatan; produksi; penyimpanan; dan penggunaan

Bahan Nuklir, pemohon wajib memiliki 
'zin 

Konstruksi'

Komisioning, Operasi, atau Dekomisioning lnstalasi

Nuklir.

b. Untuk kegiatan lmpor bahan nuklir, pemohon harus

memiliki Angka Pengenal lmpor (APl) atau izin impor dari

menleri perdagangan atau dokumen notifikasl dari

menten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Perdagangan

c. Sedangkan untuk kegiatan ekspor bahan nuklir' pemohon

harus memiliki lzin ekspor dari menleri yang

menyelenggarakan urusan pemeriniahan di bidang



tlekanisme

dan Prosedur

perdagangan..

Persyaratan Teknis, meliputi:

a. Dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir:

b. Prosedur yang terka,t dengan pemanfaatan bahan nuklir;

c. Sertifikasi kalibrasi alat ukur proteksi radiasi;

d. Pernyataan perenqlnaan penanganan bahan bakar nuklir

bekas dan limbah radioaktif ,

e. Program proteksi dan keselamatan radiasi:

f. Dokumen rencana proteksi fisik; dan

g. Dokumen sistem Safeguards.

1 . Diagram Alir Prosedur

ttat;t^I Al.llr,$CElll 14 PEI r{f^rT r a^l{ l. lrrLtt

BAPEIEN

h.lrtar
F.ids.n Etr - FalnFlro.un

graroJ

l Hari

2lt n

I

n ..a ?nl!.lrtr n6.r L-rr, ffirr-nXirt.rrib9.n 

- 

X.h|.l.D.n

I
I

L',Vr'c
a----rEr--

' - EFi,i Fna.b
P.rdrqr.. Eh 

----- 

"t''

Totll Proa6 tdn !O Hari



Uraian Prosedur

a. Pemohon menyampaikan permohonan izin pemanfaatan

bahan nuklir untuk kegiatan penelitian dan

pengembangan, derEan mengisi formulir permohonan

dan menyertakan persyaratan izin.

b. BAPETEN menenma dan meregistrasr permohonan

beserta persyaratan izin, dan memberikan tanda terima

dokumen untuk pemohon yang datang langsung.

Proses dilakukan dalam iangka waktu 1 (satu) hari keria.

c. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan pembayaran

izin.

d. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya perizinan

sesuai dengan iumlah dan jangka waktu dalam surat

penagihan pembayaran izin.

e. MPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan

dokumen permohonan pelayanan penerbitan izin

p€manfaatan bahan nuklir' Jika dokumen telah

dinyatakan lengkap, BAPETEN mengeluarkan surat

pernyataan mengenai kelengkapan dokumen

persyaratan rzin kemudian drlaniutkan ke proses

penrlaian teknis. Akan tetapi apabila dokumen

permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka BAPETEN

mengeluarkan sural pemyataan ketidaklengkapan

persyaratan izin serta mengembalikan dokumen

permohonan.

Proses dilakukan dalam iangka waktu 5 (lima) hari keria'

f BAPETEN melakukan penilaian teknis terhadap

permohonan lzin pemanfatan bahan nuklir' J'ka hasil dari

penilaian teknis dinyatakan memenuhi persyaratan maka

BAPETEN mengeluarkan surat pemberitahuan

pemenuhan Persyaratan Akan ietapl apab'la hasil

penilaran teknis dinyatakan tidak memenuhi p€rsyaratan

maka BAPETEN mengeluarkan surat pembentahuan

kekurangan Persyaratan izin.

Proses dilakukan dalam Jangka waktu 1 5 (lima belas)

hari kerla.



Jangka Waktu

Penyelesaian

g. Pemohon harus melakukan perbaikan dokumen setelah

menerima surat pemberitahuan kekurangan persyaratan

izin Proses dilakukan dalam Jangka waktu 2 (dua) hari

keria.

h. Proses perbaikan harus dilakukan dalam ,arEka rvaktu

paling lama 7 (tujuh) hari keria. Perbaikan dokumen dan

penilaian teknis dapat dilakukan secara berulang dalam

jangka waktu 22 (dua puluh dua) hari keria.

i. BAPETEN menerbitan lzin Pemanfaatan bahan nuklir.

lzin kemudian dikirimkan kepada pemohon atau

diserahkan secara langsung dengan menandatanganr

serah terima izin untuk pemohon yang datang langsung

t. Jangka waktu penyelesaian permohonan lzin

Pemanfaatan bahan nuklir dilakukan paling lama 30

(trga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan

diterima.

2. Pela,lanan perizlnan pemanfaatan Bahan Nuklar

diselenggarakan setiap hari dan iam keria, sebagai

berikut:

Senin-Kamis

O9.OO gd 15.00 WlB, istirahat 12.00' 13.00 WB

Jumdt

09 @ vd 15.30 WIB , istirahat 11 30 -13.30 WIB

@nerbitan izin Pemanfaatan

bahan nuklir adalah sebagai berikut:

Ekspor I Rp.625 000

@Rp.1287oooo
@ Rp.ss2oooo

@ Rp.726oooo



Produk

Pelayanan

Prasarana dan

/ atau Fasilitas

Kompetensi

Pelaksana

Keteranoan:

Biaya administrasi bank dan meterai dftarEgung oleh pemohon.

Pemohon menerima Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN)

tentang izin p€marfaatan bahan nuklir (dengan jaminan zero

defect) yang ditandatangani oleh Direktur Penzinan lnstalasi

dan Bahan Nuklir atas nama Kepala BAPETEN

Sarana pelayanan penzinan meliputi: ruang pelayanan

perizinan, alat tulis kantor. komputer. intemet, printer, telepon,

faksimrle.

i Pelayanan perizinan pemanfaatan bahan nuklar

diselenggarakan oleh unit keria Direktorat Perizinan lnstalasi

ldan Banan Nuklir di Lantai 4 Gedung B BAPETEN, Jl. Gajah

mada No.E Jakarta Pusat, Telp (021) 63851028, Fax (021)

63E51028, Email : dpibn@bapeten.oo.id.

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan bahan

nuklir, meliputi:

1 Penerima Dokumen

a. Pendidikan minimal SMA dan sederaiat; dan

b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

2. Penilai Dokumen

a. Pendidikan minimal 51 teknik dan MIPA: dan

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

c. Memilikr iabatan fungsional pengawas radiasi perlama

3. Pengampu/Penilai Ulang

a. Pendidikan minimal Sl teknis dan MIPA; dan

b. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai penrlai

dokumen.

c. Memiliki jabatan fungsronal pengawas radiasi muda

4. Kepala Subdirektorat (Ka.Subdit)

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku'

5. Direktur

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

6. Bendahara PNBP



a. Pendidikan minimal D3; dan

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

9. Pengewasan

lntemal

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh atasan langsung

yaitu KasuMit Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir

10. Penanganan

Pengaduan,

34lan,

masukan, dan

banding

Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan bandlng dan

pengguna yang berkaitan dengan pelayanan perizinan

pemanfaatan bahan nuklir dapat disampaikan secara

langsung atau melalui sural tertulis, email

dpibn@bapeten go.id, telepon, dary'atau faksimilie 021-

63851028 kepada Direktur Perizanan lnstalasi dan Bahan

Nuklir.

Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari

pengguna mendapat penyelesaian^anggapan 3 (tiga) hari

kerja sejak keluhan, saran dan masukan dari pengguna

disampaikan.

Jumlah

Pelaksana

@egiatan pelayanan Perizinan

pemanfaatan bahan nuklir sebanyak 6 (enam) orang yang

mengisr posisi sebagai petugas penerima dokumen, penilai 
i

dokumen, pengampri/penilai ulang, bendahara PNBP'

KaSubdit, dan Direktur'

@mkeamananmulai
dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang' pintu gedung

sampai ke pinlu lantai 4 GedurE B, tempat pelayanan
Keamanan

ffibahan nuklir memberikan

iaminan pelayanan perizlnan berisa:

1. Setiap petugas pelaksana kegiatan pelayanan izin

pemanfaatan bahan nuklir tidak diperkenankan melakukan

kegiatan yar€ dapat menimbulkan benluran kepentingan

dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pelayanan

penzinan.

2. Setiap Petugas pelaksana kegiatan pelayanan dilarang

menerima dari pihak lain yang berindikasi gratifikasi atau

korupsi.

3. Petugas pelaksana kegiatan pelayanan wajib menjaga

rahasia dokumen Permohonan izin'

idan

Pelayanan



Kesclamatan

Pelayanan

@ung B dilengkapi cCW untuk

memantau keamanan lingkungan.

11. Evaluasl

Kin€rja

Pelaksana

Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan setiap

iahun melalui mekanisme audit intemal, tiniauan mana,emen,

suwey Persepsi Pemohon/Pemegang lzin, Penilaaan

Kesesuaian Mutu lnternal (PKMI) Sistem Manajemen Bapeten

(SMB), dan Pengukuran kineria pelayanan publik Direklorat

Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir.

Ditetapkan di : JAMRTA

Pada Tanggal . 3 Desember 2014

Oirektur,

Reno Atamsvah [L

NIP 1962071 31990031001



LAMPIMN KE.2

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTAI.ASI DAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR

TANGGAL

: PUIVDPIBN/00.9

: 3 Desember 2014

STANOAR PELAYANAN

PENERBITAI,I PERPANJANGAN lZlN PEiIANFAATAN SAHAN NUKLIR

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan perizinan pemanfaatan bahan nukllr untuk

kegiatan penelitian dan pengembangan yang efektif dan efisien, maka perlu

diretapkan standar pelayanan penerbitan p€rpeniangan izin pemanfaatan bahan nuklir

yang meliputr :

1 . Perpaniangan izin untuk kegiatan penelitian dan pengembangan

2. Perpanjangan izin untuk kegiatan pembuatan

3. Perpanjangan tzin untuk kegiatan produksi

4. Perpanjangan izin untuk kegiatan penyimpanan

5. Perpaniangan izin untuk kegiatan pengalihan

6. Perpaniangan izin untuk kegiatan impor

7. Perpaniangan izin untuk kegiatan ekspor

8. Perpaniangan izin untuk kegiatan penggunaan pda reaKor daya

L Perpaniangan izin untuk keglatan penggunaan pada reaktor nondaya

10. Perpanjangan izin untuk kegiatan penggunaan pada produksi radiasi pengion

Maksud penetapan slandar pelayanan perizinan ini untuk memberikan kepastian

pelayanan, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, serta sebagai tolok ukur

dalampedomanpenyelenggaraanpelayanandanacuanpenilaiankUalitaspelayanan

sebagai bentuk kewaiiban dan janji MPETEN kepada masyarakat dalam

memberikan pelayanan yang berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku



B. STANDAR PELAYANAN

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perizinan lnstalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan

Nuklir

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Paiak yang Berlaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir;

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2014

tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Peraturan kepala BAPETEN Nomor 10 tahun 201 1

tentarE Sistem Manajemen Badan Pengawas

Tenaga Nuklir

Dasar Hukum

1. Persyaratan administratif, melaputi:

a. Formulir yarg telah diisi lengkap

b. Bukti aKa pendinan badan hukum;

c. Bukti pembayaran biaya permohonan

Perpaniangan izin pemanfaalan bahan nuklir;

2. Persyaratan administratif lain:

a. Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan,

pembuatan, produksi; penyimpanan; dan penggunaan

Bahan Nuklir, pemohon waiib memiliki lzin Konsfuksi,

Komisioning, Operasi, atau Oekomisioning lnstalasi

Nuklir.

b. Untuk kegiatan impor bahan nuklir, pemohon harus

memiliki Angka Pengonal lmpor (APl) alau izin impor

dan menteri perdagangan atau dokumen notifikasi

dari menleri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan

c. Sedangkan untuk kegiatan ekspor bahan nuklir,

pemohon harus memiliki lzin ekspor dari menteri yang

Pe]!yaratan

Pelayanan



Mekanisme

dan Prosedur

menyelenggarakan urusan pemerintahan di Udang

perdagangan..

3. Persyaratan teknis, meliPUti:

a. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir;

b. Prosedur yang terkail dengan pemanfaatan

bahan nuklir;

c. Sertifikasi kalibrasi alat ukur proleksi radiasi;

d. Pernyataan perenctnaan penanganan bahan

bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif;

e. Program proteksi dan keselamatan radiasi;

f. Dokumen rencana proleksi lisik; dan

g. Dokumen sistem Safeguards.

A. Diagram alir

6 0tax al.ri ?atLifY^",oa t-a *^^t^aa "^* """""
PrnrblEi BAPETEN

E.!t

-P.r-.honr.

I +
F.n{f,r.i 2 H..t

I

a

I

I

t--..-

Uraian Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan

E'-d



perpanjangan izin pemanfaatan bahan nuklir,

dengan mengisr formulir permohonan dan

menyertakan Persyaratan izin.

2. BAPETEN menerima dan meregbtrasi

permohonan beserta persyaratan izin. dan

memberikan tanda terima dokumen untuk pemohon

yang datang langsung.

Proses dilakukan dalam .iarEka waktu 1 (satu) hari

keria.

3. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan

pembayaran izin, setelah mengeluarkan surat

pernyataan memenuhi persyaratan izin.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari

keria.

4. BAPETEN melakukan penilaian teknis terhadap

permohonan perpaniangan izin pemanfaatan

bahan nuklir. Jika hasil dari penilaian teknis

diyatakan memenuhi persyaratan maka BAPETEN

mengeluarkan surat penagihan dan dilaniutkan ke

proses penerbitan. Akan tetapi apablla hasil

penilaian teknis dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan maka BAPETEN menolak permohonan

perpanjangan izin pemanfaatan bahan nuklir.

Proses dilakukan dalam jangka waktu I (delapan)

hari kerja.

5. Pemohon izin dapat mengaiukan kembali

permohonan perpaniangan izin pemanfaatan

bahan nuklir.

6. BAPETEN menerbitkan Perpanjangan izin

pemanfaatan bahan nuklir. lzin kemudian

dikirimkan kepada pemohon atau diserahkan

secara langsung clengan menandatangani serah

terima izin untuk pemohon yang datang langsung'

I Jangka waktu penyelesaian permohonan

perpaniangan izin p€manfaatan bahan nuklir

dilakukan 18 (delapan belas) hari kerla seiak

dokumen permohonan diterima.

Jangka WaKu

Penyelesaian



Pelayanan perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir

diselenggarakan setiap hari dan .jam keria, sebagai

berikut:

Senin - Kamis : 09.00 Vd 15.0O WIB

istirahat 1 2.00 - 13.00 WB

Jumat : 09.00 s/d 15.30 WB

istirahat 1 1 .30 -1 3.30 WIB

Biaya/Tarif Tarif pelayanan

perpaniangan izin

per permohonan penerbitan

pemanfaatan bahan nuklir untuk

kegiatan mehputi :

No Kegiatan Tarif

1. Penelitian dan

pengembangan

Rp.1 .470.000

2. Pembuatan Rp.735 000

3, Produksi Rp.735.000

4. Penyimpanan Rp.9a5.000

5. Pengalihan Rp.525 000

6. lmpor Rp.525.000

7 Ekspor Rp.490.000

8. Penggunaan pada

reaktor daya

Rp.6 615 000

I Penggunaan pada

reaktor non daya

Rp.4 270 000

10 Penggunaan pada

produksi radioisotop

Rp.3.150.000

Keteranoan:

Braya administrasi bank dan meterai ditanggung oleh

pemohon.

b. Produk

Pelayanan

Pomohon menerima Ketetapan Tata Usaha Negara

(KTUN) tentang perpanjangan izin pemanfaatan bahan

nukhr (dengan jaminan zero debcq yang ditandatangani

oleh Drrektur Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir atas

nama Kepala BAPETEN.



Saranaan'a pelafanan perizinan meliputi: ruang pelayanan

perizinan, alat tulis kantor, komputer, intemei' printer'

telepon, faksimile.

Pelayanan perEinan pemanfaatan bahan nuklir

I diselenggarakan oleh unit kerla Oirektorat Perizinan

Itnstalasi dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung B

BAPETEN, Jl. Gajah mada No'8 Jakarta Pusat' Telp

(021) 63851028, Fax (021) 63851028' Email :

Standar kompetens-pelaksana pelayanan

bahan nuklir, meliPuti:

1 . Penerima Dokumen

a. Pendidikan minimal SMA dan sedera,at-

b. Telah memperoleh pelatlhan terkait tugas dan

wewenangnya.

2. Penilai dokumen

a. Pendidikan minimal 51 teknik dan MIPA

b. Telah mendapaikan pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya

c. Memiliki iabatan fungsional pengawas radiasi

pertama

3. PengamPu / Penilai ulang

a. Pendidikan minimal 51 teknis dan MIPA'

b. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai

penilai dokumen

c. Memiliki jabatan fungsional pengawas radiasi

pertama

4. Kepala SuMirektorat (Ka'Subdil)

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku'

5. Direktur

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku'

6. Bendahara PNBP

a Pendidikan minimal D3'

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

ureu€nangnya

Pelaksana

perizinan



9. Pengawa3an

lnt6mal

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh atasan

langsung yaitu Kasubdit Perlzinan Reaktor dan Bahan

Nuklir.

t0. Penanganan

Pengaduan,

sarant

masukan dan

banding

1. Pengaduan, keluhan, saran masukan dan banding dad 
I

pengguna yang berkaitan dengan pelayanan perizinan 
I

pemanfaatan bahan nuklir dapat disampaikan secara

langsung atau melalui surat tertulis. email

dpibn@bapeten.go.id, telepon, darvatau faksimilie 021-

63851028 kepada Direktur Perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir.

2. Pengaduan, keluhan, saran masukan dan banding

mendapat Pnyelesaian^anggapan 3 (tiga) hari ke4a

sejak keluhan, saran dan masukan dari pengguna

disampaikan.

1',i. Jumlah

Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegialan pelayanan penzlnan

pemanfaatan bahan nuklir sebanyak 6 (enam) orang

yang mengisi posisi sebagai pett€as penenma

dokumen, pentlai dokumen, pengampu/pemeriksa hasil

dokumen, bendahara PNBP, Kasubdat, danpenilai

Di.ektur

12. Jaminan

Pelayanan

Kode etik pelayanan penzlnan oanan nuxrrr

memberikan iaminan pelayanan perizlnan berisi :

1. setiap petugas pelaksana

perpaniangan izin Pemanfaatan

diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat

menimbulkan b€nturan kepentingan dalam menjalankan

tugas s€bagai pelaksana pelayanan perizinan

2. Setiap Petugas pelaksana kegiatan pelayanan

perpanjangan izin pemanfaatan bahan nuklir dilarang

menerima dari pihak lain yang berindikasi gralifikasi atau

korupsi.

3. Petugas pelaksana kegiatan pelayanan perpanlangan

izin pemanfaatan bahan nuklir wajib menjaga rahasia

kegiatan

bahan

pelayanan

nuklir tidak

Paafnan petiz'rlan dilengkapi dengan sislem keamanan



Kcemanan

dan

Keselamatan

Peleyanan

mulai dari p€meriksaan keamanan di pintu gerbang, pintu

gedung sampai ke pintu lantai 4 Gedung B, iempat

pelayanan perizinan. Selain itu lantai 4 Gedung B dilengkapi

CCTV untuk memantau keamanan lingkungan.

11. Evalursi

Kinerja

Pelaksana

Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan setiap

tahun melalui mekanisme audit intemal, tiniauan

manajemen, survey Persepsi Pemohon/Pemegang lzin, dan

Penilaian Kesesuaian Mutu lnlemal (PKMI) Sistem

Manajemen Bapeten (SMB), dan Pengukuran kinerja

pelayanan publik Direkiorat Perizinan lnstalasi dan Bahan

Nuklir,

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Targgal :3 Desember 2014

DireKur.

,/f,
Reno ntamsvan [l

NtP 1 96207131990031001



LAMPIRAN KE-3

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI OAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR : PUI(DPIBN/00.9

TANGGAL : 3 Desember 2014

STANOAR PELAYANAN

PENERBITAN PERUBAHAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan perizinan pemanfaalan bahan nuklir yang efektif dan

efisien, maka perlu ditetapkan standar pelayanan penerbitan perubahan izin pemanfaatan

bahan nuklir untuk kegiatan antara lain meliputi:

1 . Perubahan izin untuk kegiatan penelitian dan pengembangan'

2. Perubahan zin untuk kegiatan pembuatan

3. Perubahan izin untuk kegiatan produksi

4. Perubahan izin untuk kegiatan Penyimpanan

5. Perubahan izin untuk kegiatan pengalihan

6. Perubahan izin untuk kegiatan impor

7. Perubahan zin untuk kegiatan ekspor

8. Perubahan izin untuk kegiatan penggunaan pada reaKor daya

9. Perubahan zin untuk kegiatan penggunaan pada reaktor nondaya

10. Perubahan izin untuk kegiatan penggunaan pada produksi radiasi pengion

MaksudpenetapanstandarpelayananperizinaniniUntukmemberikankepastian

pelayanan, meningkatkan kualiias dan kinerJa pelayanan' serla sebagai lolok ukur dalam

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

bentuk kewaiiban dan janji BAPETEN kepada masyarakat dalam memberikan p€layanan

yang berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku'



B. STANDAR PELAYANAN

1 Dasar Hukum 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tertang

Ketenaganukliran:

Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

PerEinan lnstalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga

Nuklir;

Peraluran Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2014

tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Peraturan Kepala BAPETEN tahun 10 tahun 2011 tantang

Sistem Manaiemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir

4.

5

2. Persyaratan

Pelayanan

1 . Persyaratan administratif, meliputi:

a. Formulir permohonan izin yang telah diisi lengkap

b.Eukti akta pendirian badan hukum;

c. Bukti pembayaran biaya permohonan;

2. Persyaratan teknis, berupa dokumen perubahan, meliputi:

a. Nama badan hukum Pemegang lzin;

b. Alamat lnstalasi Nuklir;

c. Nama p€keria radiasi, petugas proleksi radiasi,

pengurus inventori Bahan Nuklir' pengawas inventori

Bahan Nuklir, atau pelugas proteksi fisik' darvatau

d. Kuantitas Bahan Nuklir

3. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

Dragram alir Prosedur

.,=BIISF,JH
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B. Uraian Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan perubahan izin

pemanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan penelitian

dan pengembangan. dengan mengisi formulir

permohonan dan menyertakan persyaratan izin.

2. BAPETEN menerima dan meregistrasi permohonan

beserta dokumen perubahan izin, dan membenkan

tanda terima dokumen untuk pemohon yang datang

langsung.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari

ker,a.

3. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan pembayaran

izin, setelah mengeluarkan surat pernyataan memenuhi

persyaratan izin.

Proses dilakukan dalam jangka waHu 2 (dua) hari



Jangka WaKu

Penyelesaian

ke4a.

4. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya

perizinan sesuai dengan surat penagihan pembayaran

izin.

5. BAPETEN melakukan penilaran terhadap permohonan

perubahan izan pemanfaatan bahan nuklir untuk

kegiatan penelitian dan pengembangan. Jika hasil dari

penilaian diyatakan memenuhi persyaratan maka

BAPETEN mengeluarkan surat penagihan dan

dilanjutkan ke proses penerbrtan. Akan tetapi apabila

hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi peEiyal:ltan

maka BAPETEN menolak permohonan perubahan izin

pemanfaatan bahan nuklir.

Proses dilakukan dalam langka waktu 10 (sepuluh) hari

kerja

Pemohon izin dapat mengajukan kembali permohonan

perubahan izin pemanfaatan bahan nuklrr

6. BAPETEN menerbitan perubahan tzin pemanfaalan

bahan nuklir untuk kegiatan penelitian dan

pengembangan. lln kemudian dikirimkan kepada

pemohon atau diserahkan secara langsung dengan

menandatangani serah terima izin untuk pemohon yang

datang langsung.

Jangka waktu penyelesaian permohonan perubahan izin

pemanfaatan bahan nuklir dilakukan dalam jangka waklu

20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan

diterima.

Pelayanan perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir

diselenggarakan setiap hari dan jam ke0a, sebagai

berikut:

Senin - Kamis : 09.00 s/d 15.00 WIB

istirahat '12 00 - 1 3.00 wB

: 09 00 s/d 15.30 WIBJumal



rstirahat 1 1 .30 -13.30 WIB

I

5.

6.

7

Braya/Tarif Tanf pelayanan penerbrtan perubahan izin pemanfaatan

bahan nuklir adalah sebagai berikut.

No Kegiatan Ta rif

1 Perubahan azin Penelitian dan

pengembangan

Rp.385.000/permohor

2. Perubahan izin Pembuatan Rp.280.000/permohor

3. Perubahan izin Produksi Rp 280.000/permohor

4 Perubahan izin Penyimpanan Rp.280.000/permoho.

5 Perubahan izin Pengalihan Rp.245.000/permohor

6 Perubahan izin lmpor Rp.245.000/permohor

7. Perubahan izin Ekspor Rp.245

8. Perubahan izin Penggunaan

pada reaktor daya

Rp.735.000/permohor

9 Perubahan izin Penggunaan

pada reaktor non daya

Rp.490.

Produk Pelayanan

lSarana, Prasarana
I

I dan/atau Fasilitas
I

I

i

I

I

| 10. Perubahan izin Penggunaan
I

i pada produksi radioisotop

Keteranoan:

Biaya administrasi bank dan mete

pemohon

Pemohon menerima KetetaPan Tata L

tentang perubahan izin pemanfaatan

iamir|an zero defecr) yang ditandat

Penzinan lnstalasi dan Bahan Nukli

BAPETEN

Sarana pelayanan Penzinan melipt

perizinan, alat tulis kantor, komPu

telepon, faksimile

Pelayanan perizinan Pemanfaat

diselenggarakan oleh unit keria Direkt(

dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung I

mada No.8 Jakarla Pusat, TelP (021)

63851028, Email : dpibn@bapeten.go.

Rp.420.

anganr

r atas

rai ditanggung

lsaha Negara (KTUN)

bahan nuklir (dengan

oleh DireKur

(i: ruang pelayanan

ter. internet, printer,

an bahan nuklir

)rat Penzinan lnstalasi

3 BAPETEN, Jl. Gaiah

63851028, Fax (021)

id.



Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan bahan

nuklir, meliputi

1 . Penerima Dokumen

a. Pendidikan minimal SMA dan sederaiat.

b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

2. Penilai dokumen

a. Pendidikan minimal 51 teknik dan MIPA.

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

weu€nangnya.

c. Memiliki jabatan fungsional pengawas radiasi pertama

3. Pengampu/ penilai ulang

a. Penddrkan minimal S1 teknis dan MIPA.

b. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai penilai

dokumen.

c. Memiliki labatan fungsional pengariYas radiasi pertama

4. Kepala Subdirektorat (Ka.Subdit)

Sesuai dengan peraluran kepegawaian yang berlaku

5. Direktur

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

6. Bendahara PNBP

a. Pendidikan minimal D3.

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait

wewenangnya.

tugas dan

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh atasan langsung

yaitu Kasubdtt Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir.

1. Pengaduan, keluhan. saran. masukan dan banding dari

pengguna yang berkaitan dengan pelayanan perizinan

pemanfaatan bahan nuklir dapat disampaikan secara

langsung atau melalui surat tertulis, email

Penanganan

Pengaduan, saran,

masukan dan

banding

9. lPengawasan



.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-

63851028 kepada Direktur Perizinan lnstalasi dan Bahan

Nuklir.

2. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari

pengguna mendapat penyelesaianltanggapan 3 (tiga)

hari keria sejak keluhan, saran dan masukan dari

pengguna disampaikan.

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perubahan

izin pemanfaatan bahan nuklir sebanyak 6 (enam) orang

yang mengisi posisi sebagar petugas penerima dokumen,

penilai dokumen, pengampu/ penilaa ulang, bendahara

PNBP, Ka. Subdit, dan Direktur.

12. Jaminan

Pelayanan

Kode etik pelayanan perubahan izin pemanfaatan bahan I

nuklir memberikan jaminan pelayanan perizinan berisi :

1. Setiap petugas pelaksana kegratan petayanan i

pemanfaatan bahan nuklir tidak diperkenankan melakukan i

kegiatan yang dapat menimbulkan benluran repentingan I

Xli;""'n"*an 
tusas sebasai pelaksana oeravanan 

i

2. setiap Petugas pelaksana kegiatan petayanan izin 
I

pemanfaatan bahan nuklir dilarang menerima dari Oihar 
i

lain yang berindikasi gratifikasi atau korupsa. 
I

3. Petugas pelaksana kegiatan pelayanan izin cemanfaatan 
I

bahan nuklir meniaga rahasia dokumen permohonan izin. I

13. Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

Pelayanan p€nzinan dilengkapi dengan sistem keamanan

mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang, pintu

gedung sampai ke pintu lantai 4 Gedung B, tempat

pelayanan perizinan. Selain itu lantai 4 Gedung B dilengkapi

CCTV untuk memanlau keamanan lingkungan.

14. Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Evaluasi pelaksanaan standar gelayanan dilakukan seliap

tahun melalui mekanisme audit intemal, tinjauan manaiemen,

Pelaksana



Bapeten (SMB) dan Pengukuran kineria pelayanan publik

Direktorat Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 3 Desember 2014

Direhur,+
Reno Atamsvah \t

196207131990031001



LAMPIRAN KE.4

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI OAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR

TANGGAL

: PUI(DPIBN/0O.9

' 3 Oesember 2014

STANDARPELAYANANPENERBITANPERSETUJUANI[PoRBAHANNUKLIR

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan perizinan pemanfaatan bahan nuklir untuk

penietuiuan impor bahan nuklir yang efektif dan efisien' maka pedu ditetapkan

standar pelayanan penerbitan persetujuan impor bahan nuklir'

Maksudpenelapanstandarpelayananperizinaniniuntukmemberikankepastian

pelayanan,meningkatkankualitasdankinerlapelayanan,sertasebagaitolokukur

dalam pedoman penyelenggaraan p€layanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai ber uk kewaiiban dan ianli BAPETEN kepada masyarakat dalam

membenkan pelayanan yang berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku

B.STANDAR PELAYANAN

Gdang Undatlg Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran;

Peraluran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perizinan lnstalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan

Nuklir

Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 20'14

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir;

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor '10 Tahun 2014

tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan

PaJak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir'

Peraturan kepala BAPETEN Nomor 10 tahun 2011

tentang Sistem Manaiemen Badan Pengawas

Tenaga Nuklir

Dasar Hukum
e-;tL'iki #i: +i{*-B ''B'ui

1.

t

I
I



Persyaratan

Pelayanan

Sbtem,

llekanisme

dan Prosedur

Persyaratan administratif , melaputi'

a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap

b. Bukti akta pendirian badan hukum:

c. BuKi pembayaran biaya pomohonan

PeGetuiuan impor bahan nuklir;

Persyaratan teknis, b€rupa dokumen ekspor. meliputi:

a Konosemen @n way bi /bill of ladding),

b. Commercial invoice;

c. Daftar pengepakan (packing list)i

d. Shrppers declaration of dangerous gods/multi

modal declaration of dangerous goods; dan/atau

e. Pemberitahuan impor barang.

alir Prosedur

I

I

______-_-t_
I
I

I
-=-

I

I

-I
Ytur tr6d El. tt X.rl

B.Uraian Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan persetuiuan

impor bahan nuklir, dengan mengisi formulir

permohonan dan menyertakan dokumen

persyaratan.

2 BAPETEN menerima permohonan beserta



dokumen persyaratan, dan memberikan tanda

terima dokumen untuk pemohon yang datang

langsung.

Proses dilakukan dalam iangka waktu 1 (satu) hari

kerja.

3 BAPETEN mengeluarkan

pembayaran.

surat penagihan

Proses dilakukan dalam iarpka waktu 2 (dua) hari

kerla.

4. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya

perizinan sesuai dengan surat penagthan

pembayaran izin.

5. BAPETEN melakukan penilaian terhadap

permohonan persetuiuan impor bahan nuklir. Jika

hasil dari penilaian diyatakan memenuhi

persyaratan maka BAPETEN mengeluarkan surat

penagihan dan dilanlutkan ke proses penerbltan

Akan tetapi apabila hasil penilaian dinyatakan tidak

memenuhi peGyaratan maka BAPETEN menolak

permohonan persetuiuan impor bahan nuklir'

Proses dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima

belas) hari ke4a.

Pemohon izin dapat mengajukan kembali

permohonan persetujuan impor bahan nuklir'

6 BAPETEN menerbitan Persetuiuan impor bahan

nuklir. IGTUN persetuiuan kemudian dikirimkan

kepada pemohon atau diserahkan secara langsung

dengan menandatangani serah terima izin untuk

pemohon Yang datang langsung'

@tesaian Permohonan

Persetujuan impor bahan nuklir dilakukan 25 (dua

puluh lima) hari keda sejak dokumen permohonan

drtenma.

2. Pelayanan perizinan Pmanfaatan Bahan Nuklir

diselenggarakan setiap hari dan ,am keria, sebegai

t)erikut:

Penyelosaian



Senin - Kamis:

09.00 vd 15.00 WlB. istirahat 12.0O - 13.00 WIB

Jumat:

09.OO s/d '15.30 WIB , istirahat 1 1 .30 -13.30 WB

5. BlayarTarif Tarif pelayanan penerbitan pe6etuiuan impor bahan

nuklir sebesar Rp. a00.000,00 /permohonan.

Keteranoan;

Biaya administrasi bank dan malerai ditarEgung oleh

pemohon

6. Produk

Pelayanan

Pemohon menerima Ketetapan Tata Usaha Negara

(KTUN) tentang pe6etujuan impor bahan nuklir (dengan

laminan zero defect) yang ditandatangani oleh Direktur

Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir atas nama Kepala

BAPETEN,

7. Sarana,

Prasarana

dan / atau

Fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputl: ruang pelayanan

p€rizinan, alat tulis kantor. kompuler, internet. printer,

telepon, faksimile.

Pelayanan perizinan pemanfaatan bahan nuklir

diselenggarakan oleh unit ker,a Direktorat Perizinan

lnstalasi dan Bahan Nuklir di Lantaa 4 Gedung B BAPETEN'

Jl. Gajah mada No.8 Jakarta Pusat, Telp (021) 63851028'

Fax (021) 63851028, Email : doibn@baoeten oo id'

Kompetensi

Pelaksana
Standar komp€tensi pelaksana pelayanan perizinan bahan

nuklir, meliputi:

1 . Penerima Dokumen

a. Pendidlkan minimal SMA dan sederajat'

b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan

ureu€nangnya.

2. Penilai dokumen

a. Pendidikan minimal 51 teknik dan MIPA'

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

\*€wenangnya.

c. Memiliki labatan fungsional pengawas radiasi

pertama

8.



3. Pengampu/ penilai ulang

a. Pendidikan minimal 51 teknis dan MIPA.

b. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai penilal

dokumen.

c. Memiliki jabatan fungsional pengawas radiasi muda

4. Kepala Subdirehorat (Ka.Subdit)

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku'

5. Direktur

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku'

6. Bendahara PNBP

a. Pendidikan minimal D3

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh alasan

langsung yaitu Kasubdit Perizinan lnstalasi Bahan

Nuklir.

9. Pengawasan

lntornal

Penanganan

Pengaduan,

saran,

masukan dan

banding

10. 1. Keluhan. naik banding serta saran, masukan dan

banding dari pengguna berkaitan dengan pelayanan

perizinan pemanfaatan bahan nuklir dapat disampaikan

secara langsung atau melalui surat tertulis' email

dpibn@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-

63851028 kepada DireKur Perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir.

2. Keluhan, naik banding serta saran' masukan dan

banding dari pengguna mendapat tanggapen paling

lama 1 (satu) hari keria seiak keluhan' saran dan

masukan dari pengguna disampaikan

persetu,iuan impor bahan nuklir sebanyak 6 (enam) orang

lyang mengisi posisi sebagai petugas penenma

i do*rr"n, penilai dokumen, pengampu/pemeriksa hasil

inenilai dokumen, bendahara PNBP, Kasubdit' dan

11.

Pelaksana



Direktur.

12. Jaminan

Pelayanan

Kode etik pelayanan penzinan bahan nuklir untuk

kegiatan penelitian dan pengembangan memberikan

jaminan pelayanan perizinan berisi :

1 . Setiap pelaksana pelayanan perizinan tidak

diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat

menimbulkan ber uran kepentingan dalam menjalankan

tugas sebagai pelaksana pelayanan perizinan.

2. Setiap pelaksana pelayanan perizinan dilarang

menerima dari pihak lain yang berindikasi gratifikasi

atau korupsi.

3. Setiap pelaksana pelayanan penzinan walib meniaga

rahasia dokumen permohonan izin.

13. Jamlnan

Xeamanan

dan

Kesolamatan

Pelayanan

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem

keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu

gerbarE, pintu gedung sampai ke pintu lantai 4

Gedung B, tempat pelayanan penzinan. Selain itu

lantai 4 Gedung B dilengkapi CCTV untuk memanlau

keamanan lingkurgan.

11. Evaluasi

Kinoiia

Pelaksana

Eyaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan

setiap tahun melalui mekanisme Penilaian Kesesuaian

Mutu lntemal (PKMI), tiniauan manaiemen, survey

Persepsi PemohorVPemegang lzin dan Pengukuran

kineria pelayanan publik Direktorat Perizinan lnstalasi

dan Bahan Nuklir.

Ditetapkan di : JAI(ARTA

Pada Tanggal : 3 Oesember 2014

Reno Rtamsvan [ [
NrP 196207131990031001

DireKur,+



LAMPIRAN KE-5

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR

TANGGAL

: PUK/DPIBNrcO.9

: 3 Desember 2014

STANDAR PELAYANAN PENEREITAN PERSETUJUAN EKSPOR BAHAN

NUKLIR

A. PENOAHULUAX

Dalam rangka melaksanakan p€rizinan pemanlaatan bahan nuklir untuk

kegiatan penelitian dan pengembangan yang efektif dan efisien' maka p€rlu

ditetapkan standar pelayanan penerbitan persetuiuan ekspor bahan nuklir'

Maksud penetapan standar pelayanan perizinan ini untuk memberikan kepastian

pelayanan, meningkatkan kualilas dan kineria pelayanan' serta sebagai tolok ukur

dalam pedoman p€nyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

s€bagai bentuk kewaiiban dan ianii BAPETEN kepada masyarakat dalam

memberikan pelayanan yang berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku

A, STANDAR PELAYANAN

il rere,'l rr^-^.,tn Tahr rn 1e97 leftZlho
1. Dasar Hukum unoang unqarrg rr.ur I rvr rv

Ketenaganukliran;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Periznan lnstalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan

Nuklir

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Paiak yang Berlaku pada Badan

Perqawas Tenaga Nuklir;

Peraturan kepala BAPETEN Nomor 10 tahun 201'l

tentang Sistem Manaiemen Badan Pengawas

Tenaga Nuklir

1.-ile6yaratan-admin'strat,meliputi:

a. Form p€rmohonan yang telah diisi lengkap
2. PeEyaratan

Pelayanan



2

b. Bukti aha pendirian badan hukum,

c. Bukti pembayaran biaya permohonan persetujuan

ekspor bahan nuklir;

Persyaratan teknis, berupa dokumen ekspor.

meliputi:

a. Konosemen @n way bilUbiil of laddingl,

b. Commercial invoicei

c. Daftar perEepakan (packing list);

d. Shrippers declaration of dangerous goods/multi

modal declaralion of dangerous goods; dan/atau

e. Pemberitahuan ekspor barang.

C. Diagram alir ProsedurSistem,

ekanisme

dan Prosedur

I

-

t-l
Tor.l P,€d b:h 2l H.rr

B.Uraian Prosedur

'1. Pemohon menyampaikan permohonan persetuiuan

ekspor bahan nuklir, dengan mengisi formulir

permohonan dan menyertakan persyaratan

peGetujuan ekspor.

2. BAPETEN menerima Permohonan beserta

I
I

---:- -------|



dokumen permohonan,

terima dokumen untuk

langsung.

dan memberikan landa

pemohon Yang datang

Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (salu) hari

ker1a.

3. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan

pembayaran.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari

kerja.

4. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya

perizinan sesuai dengan surat penagihan

pembayaran izin

5. BAPETEN melakukan penilaian terhadap

permohonan. Jika hasil dari penilaian diyatakan

memenuht persyaratan maka BAPETEN

mengeluarkan surat penagihan dan dilaniutkan ke

proses penerbitan. Akan tetapi apabila hasil

penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

maka BAPETEN menolak permohonan persetuiuan

ekspor bahan nuklir.

Proses dalakukan dalam langka waktu 1 5 (lima

belas) hari keria.

Pemohon izin dapat mengaiukan kembali

permohonan penietuluan ekspor bahan nuklir'

6. BAPETEN menerbitan persetu,uan ekspor bahan

nuklir. KATUN persetuiuan kemudian dikirimkan

kepada pemohon atau diserahkan secara langsung

dengan menandatangani serah terima izin untuk

pemohon Yang datang langsung

ffin Permohonan1. Jangka waktu PenY(

persetujuan ekspor bahan nuklir dilakukan 25 (dua

puluh lima) hari keia seiak dokumen permohonan

diterima.

2. Pelayanan perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir

diselenggarakan setiap hari dan jam kerja' sebagai

berikut:

Penyelesaian



Senin - Kamis:

09.00 s/d 1 5.0O WlB, istirahat '12.00 - 13.00 WB

Jumat.

@.00 s/d 15.30 WIB , istirahat 1 1 .30 -13.30 WIB

Tarif pelayanan penerbitan persetuiuan ekspor bahan

nuklir sebesar Rp. 400.000,00 /permohonan.

Keteranoan.

Biaya administrasi bank dan materai ditanggung oleh

pemohon.

Biaya/Tarif

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan

perizinan, alat tulis kantor, komputer, intemet, pnnter,

telepon, faksrmile.

Pelayanan perizinan pemanfaatan bahan nuklir

diselenggarakan oleh unit keqa Direklorat Perizinan

lnstalasi dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung B BAPETEN'

Jl. Gaiah mada No.8 Jakarta Pusat, Telp (021) 63851028'

Fax (021) 63851028, Email : dDibn@baoeten oo.id

7. lSarana,

Prasarana

dan / atau

Fasilitas

Produk

Pelayanan

Kompetensi

Pelaksana

Pemohon menerima Ketelapan Tata Usaha Negara

(KTUN) tentang persetu.iuan ekspor bahan nuklir

(dengan jamrnan zero defect) yang ditandatangani oleh

Direktur Penzrnan lnstalasi dan Bahan Nuklir atas nama

Kepala BAPETEN.

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan bahan

nuklir, meliputr:

1 Penerima Dokumen

a. Pendidikan minimal SMA dan sederaiat

b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan

weriv€nangnya.

2. Penilai dokumen

a. Pendidikan minimal S1 teknik dan MIPA

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

welrt enangnya.

c. Memiliki jabatan fungsional p€ngawas radiasi

pertama

5.

6.

8.



9.

4.

5.

3. Pengampu/ penilai ulang

a. Pendidikan minimal 51 teknis dan MIPA.

b. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai penilai

dokumen

c. Memiliki iabatan fungsional pengawas radiasi

pertama

Kepala Subdirektorat (Ka. Subdit)

Sesuai dengan peraluran kepegawaian yang berlaku

DireKur

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Bendahara PNBP

c. Pendidikan minimal D3.

d. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas

wewenangnya.

Pengawasan

lntemal

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh atasan

langsung yaitu Kasubdit Perizinan Reaktor dan Bahan

Nuklir.

't 0. Penanganan

Pengaduan,

saran,

masukan dan

banding

1. Pengaduan, saran, masukan dan banolng oan

pengguna berkaitan dengan pelayanan p€rizinan

pemanfaatan bahan nuklir dapat disampaikan secara

langsung atau melalui surat teriulis, email

dpibn@bapeten.go.rd, telepon, dan/atau faksim'lie

02163851028 kepada Direktur Perizinan lnstalasr

dan Bahan Nuklir.

2. Pengaduan, saran, masukan dan banding dari

pengguna mendapat tanggapan paling lama 1 (satu)

hari ke4a seiak keluhan, saran dan masukan dari

pengguna disamPaikan

-lumnn 

pen-rgas pearsana regiatan pelayanan perizinan

pemanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan penelitian dan

pengembangan sebanyak 6 (enam) orang yang mengisi

posasi sebagai petugas penerima dokumen, penilai

dokumen. pengampu/pemeriksa hasil penilai dokumen'

11. Jumlah

Pelaksana



bendahara PNBP, KaSuMil, dan Direktur.

12. Jaminan

Polayanan

Kode etik pelayanan perizinan bahan nuklir

memberikan jaminan pelayanan perizinan berisi :

1. Setiap pelaksana pelayanan perizinan tidak

diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan dalam

menialankan tugas sebagai pelaksana pelayanan

perizinan.

2. Setiap pelaksana pelayanan perizinan dilarang

menerima dari pihak lain yang berindikasi

gratifikasi atau korupsi.

3. Setiap pelaksana pelayanan perizinan wajib

menjaga rahasia dokumen permohonan izin.

13.

11.

Jaminan

Keamanan

dan

Kesolamatan

Polayanan

Evatuasi

Kineria

Pelaksana

Pelayanan perizinan dilengkapl dengan slslem

keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu

gerbang, pintu gedung sampai ke pintu lantai 4

Gedung B, tempat pelayanan perizinan. Selain itu

lantai 4 Gedung B dilengkapi CCTV unluk memantau

keamanan lir€kungan.

setiap tahun melalui mekanisme Penilaian Kesesuaian

Mutu lnternal (PKMI), tiniauan manaiemen, survey

Persepsi Pemohon/Pemegang lzin dan pengukuran

kineria pelayanan publik DireHorat Penzinan lnslalasi

dan Bahan Nuklir.

Ditetapkan di : JAI(ARTA

Pada Tanggal : 3 Desember 2014

('
1001

Direktur,

,/f,
Reno Alamsvah

NrP 19620713199003



LAMPIRAN KE-6

KEPUTUSAN OIREKTUR PERIZINAN INSTALASI OAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR

TANGGAL

PUI(DPIBN/00,9

3 Desember 2014

STANOAR PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN PENGIRIMAN KETBALI

BAHAN NUKLIR BEKAS

A. PENOAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan penzinan pemanfaatan bahan nuklir untuk

kegiatan produksi yang efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan standar pelayanan

penerbitan persetujuan pengiriman kembali bahan nuklir bekas.

Maksud penetapan standar pelayanan perizinan ini untuk memberikan kepastian

pelayanan, meningkatkan kualitas dan kineria pelayanan, serta sebagai tolok ukur

dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai bentuk kewajiban dan ianji BAPETEN kepada masyarakat dalam

memberikan pelayanan yang berkualitas dan terukur sesuai peraluran yang berlaku'

B. STANDAR PELAYANAN

UnOang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Kelenaganukliran;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perizinan lnstalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan

Nuklir:

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002

tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktrf;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014

tentarE Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan



Pengawas Tenaga Nuklir:

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2014

tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Peraturan kepala BAPETEN Nomor 10 tahun 2011

tentarE Sistem Mana,emen Badan Pengawas

Tenaga Nuklir

2. PeByaratan

Pelayanan

Persyaratan berupa dokumen penginman kembali bahan

bakar nuklir bekas, metiputi:

1. Spesifikasi teknis bahan bakar nuklir bekas yang

akan dikinm kembali:

2. Dokumen yang mencantumkan informasi

mengenai:

a ldentitas penerima dr negara asal dan

pengirim; dan

b. Pengangkut dan moda angkutan dari

pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar di

negara asal.

3. Dokumen sistem proteksi lisik bahan nuklir; dan

4. Dokumen sistem safeguards yang meliputl:

a. Dokumen Perubahan inventori

pemindahan bahan nuklir (inventory

change document - mateial transfel, dan

b. Laporan perubahan rnventori (inventory

change rePotfl

A.Diagram alir Prosedur
3 Sistem,

Xlekanisme

dan Prosedur
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B. Uraian Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan pengiriman

kembali bahan nuklir bekas, dengan mengisi

formulir permohonan dan menyertakan dokumen

persyaratan.

2. BAPETEN menerima permohonan beserta

persyaratan izin, dan memberikan tanda tenma

dokumen untuk pemohon yang datang langsung'

Proses dilakukan dalam iangka waktu paling lama 1

(satu) hai keria.



3. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan

pembayaran izin, setelah mengeluarkan suftlt

pemyalaan memenuhi persyaratan izin.

Proses dilakukan dalam iangka waKu 2 (dua) hari

kerja.

4. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya

perizinan sesuai dengan surat penagihan

pembayaran izin.

5. BAPETEN melakukan penilaian teknis terhadap

permohonan. Jika hasil dari penilaian teknis

diyatakan memenuhi persyaratan maka MPETEN

mengeluarkan surat penagihan dan dilanjutkan ke

proses penerbitan. Akan tetapi apabila hasrl

penilaian teknis dinyatakan tidak memenuhi

peEyaratan maka BAPETEN menolak permohonan

perpaniangan izin pemanfaatan bahan nuklir.

Proses dilakukan dalam .iarEka waKu 14 (empat

belas) hari keoa.

6 Pemohon izin dapat mengajukan kembali

permohonan perpaniangan izin pemanfaatan

bahan nuklir.

7. BAPETEN menerbitkan persetuiuan pengiriman

kembali bahan nuklir. Ketetapan perselu,uan

kemudian dikirimkan kepada pemohon atau

diserahkan secara langsung dengan

menandatangani serah terima izin untuk pemohon

yang datang langsung.

Jangka waktu penyelesaian permohonan

persetuiuan pengiriman kembali bahan nuklir

dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) hari

keria sejak dokumen permohonan diterima.

Pelayanan perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir

diselenggarakan setiap hari dan iam keria, sebagai

trrikut:

Senin - Kamis : 09.00 sid 15.00 WIB

istirahai 12.00 - 13.00 WIB



Jumat : 09.00 s/d 15.30 WIB

istirahat 1 1,30 -13.30 WIB

5. BiaydTarif Tarif pelayanan penerbitan persetuiuan pengiriman

kembali bahan nuklir sebesar Rp. 625.000,00

/permohonan.

Keteranoan:

Biaya administrasi bank dan meterai drtanggung oleh

pemohon.

6. Produk

P€layanan

Pemohon menerima Ketetapan Tata Usaha Negara

(KTUN) tentang perseluiuan pengiriman kembali bahan

nuklir (dengan iaminan zero defect\ yang ditandatangani

oleh Direktur Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir atas

nama Kepala BAPETEN.

7. Sarana,

Prasarana

dan / atau

Fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan

perizinan, alat tulis kantor, komputer, iniemet, printer,

telepon, faksimile.

Pelayanan penzinan p€manfaatan bahan nuklir

diselenggarakan oleh unit keRa Direklorat Perizinan

lnstalasi dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung B

BAPETEN, Jl. Ga.iah mada No.8 Jakarta Pusat, Telp

(021) 63851028, Fax (021') 63851028, Email ..

dpibn@bapeten.9o.id.

8. Kompetensi

Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan

bahan nuklir, meliputi:

1. Penenma Dokumen

a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat

b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

2. Penilai dokumen

a. Pendidikan minimal S1 teknik dan MIPA '

b. Telah mendaPatkan pelatrhan terkait tugas dan

wewenangnya.

c. Memiliki iabatan fungsional pengawas radiasi

pertama

3. Pengampu / Penilai ulang

a Pendidikan mrnimal 51 teknis dan MIPA.



b Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai

penilai dokurnen

c. Memiliki iabatan fungsional pengawas radiasi muda

4. Kepala Subdirektorat (Ka.SuMit)

Sesuai dengan peraturan kepegawaaan yang berlaku.

5. Oirektur

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang bedaku

6. Bendahara PNBP

a. Pendidikan mrnimal D3.

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

9. I Pengawasan

I lntemal

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh atasan

langsung yaitu Kasubdii Penzinan lnstalasi Bahan

Nuklir.

r0. 1. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari

pengguna yang berkaitan dengan pelayanan perlzinan

pemanfaatan bahan nuklirdapat disampaikan secara

langsung atau melalui surat tertulis. email

dpibn@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021 -

63851028 kepada Direktur Perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir.

2 Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari
I

I p.nggrna mendapat penyelesaian^anggapan 3 (tiga)

I harr keria seiak keluhan, saran dan masukan dan

I p"nggrn"disamPaikan.

P6nanganan

Pengaduan,

saranl

masukan dan

banding

11. Jumlah

Pelaksana

Jumlah petugas pelaKsana Kegratatr Pcritycr rcr I l,,sr r4rr rcr I

pemanfaatan bahan nuklir sebanyak 6 (enam) orang

yang mengisi posisi sebagai petugas penenma

dokumen, penilai dokumen' Pengampu/pemeriksa hasil

penilai dokumen, bendahara PNBP, KaSubdit' dan

DireKur.

12. Jaminan

Pelayanan

Kode etik Pelayanan Per

memberikanJaminan pelayanan perizinan berisi

1. Setiap pelaksana pelayanan perizinan tidak

diperkenankan melakukan kegiatan yang

dapat menimbulkan benturan kepentingan



dalam menialankan tugas sebagai pelaksana

pelayanan perizinan.

2. Setiap pelaksana pelayanan perizinan

dilarang menerima dari pihak lain yang

berindikasi gratifikasi atau korupsi

3. Setiap pelaksana pelayanen perizinan waiib

menjaga rahasia dokumen permohonan izin.

t3. Jemlnan

Keamanan

dan

Kesclamatan

Pelayanan

Pelayanan p€rizinan dilengkapi dergan sistem

keamanan mulai dan pemeriksaan keamanan di pintu

gerbeng, pintu gedung sampai ke pintu lantai 4

GedurE B, tempat pelayanan perizinan. Selain itu

lantai 4 Gedung B dilengkapi CCTV untuk memanlau

keamanan lirEkurEan.

11. Evaluasi

Kinoria

Pelaksana

Eva;uasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan

setiap tahun melalui mekanisme Penilaian Kesesuaian

Mutu lntemal (PKMI), tin,auan manaiemen, survey

Persepsi Pemohon/Pemegang lzin dan pengukuran

kinerja pelayanan Publik DireKoral Perizinan lnstalasi

dan Bahan Nuklir.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 3 Desember 2014

Reno ltamsvan \L
NtP 1962071 31990031001

DireKur,+



LAMPIRAN KE-7

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR : PUI(DPIBN/00.9

TANGGAL : 3Desember 2014

STANOAR PELAYANAN

PENERBITAN PERSETUJUAN PENGIRIiIAN BAHAN NUKLIR

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan penzinan pemanlaatan bahan nuklir, maka perlu

ditetapkan standar pelayanan penerbtlan penetapan penghentian pemanfaatan

bahan nuklir.

Maksud penetapan standar pelayanan perzinan ini untuk memberikan kePastian

pelayanan, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, serta sebagai tolok ukur

dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai bentuk kewajiban dan janji BAPETEN kepada masyarakat dalam

memberikan pelayanan yang berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku'

B. STANDAR PELAYANAN

ffii
1. i Dasar Hukum t. UnOang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukltran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perizinan lnstalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan

Nuklir

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Bedaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir,

4. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2014

tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan



Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Peraturan kepala BAPETEN Nomor 10 tahun 2011

tentang Sistem Manajemen Badan Penga^tas

Tenaga Nuklir

2. PeEyaratan

Pelayanan

1 . Persyaratan administratif, melipuli:

a. Surat p€rmohonan penetapan penghentian

pemanfaatan bahan nuklir

b. Bukti pembayaran biaya permohonan lzin

pemanfaatan bahan nuklar,

2. Persyaratan teknis, meliputi:

a. Laporan merEenai data bahan nuklir;

b. Laporan mengenar hasil pengukuran paparan

radiasidi fasilitas;

c. Laporan mengenai p€nanganan akhir bahan

nuklir

3 Sistem,

Mekanisme

dan Prosedur

B. Uraian Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan

penetaPan

Penghentian pemanfaatan bahan nuklir, dan

menyertakan Persyaralan.

2. BAPETEN menerima permohonan beserla

B. Diagram alir Prosedur

.a:!'

I

I

I



dokumen persyaratan, dan memberikan tanda

terima dokumen untuk pemohon yang datang

langsung.

Proses dilakukan dalam ,angka waktu paling lama 1

(satu) hari kerja.

3. BAPETEN melakukan penilaian terhadap

permohonan penetapan penghentian pemanfaatan

bahan nuklir. Jika hasil dari penilaian diyatakan

memenuhi persyaratan maka BAPETEN

mengeluartan surat penagihan dan dilaniutkan ke

proses penerbitan. Akan tetapi apabila hasil

penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

maka BAPETEN menolak permohonan penetapan

penghentian kegiatan pemanfaatan bahan nuklir.

Proses dilakukan dalam jangka waktu paling lama

10 (sepuluh) hari kerya.

4. BAPETEN menerbitan penetapan penghentian

pemanfaatan bahan nuklir. Penetapan kemudian

dikirimkan kepada pemohon atau diserahkan

secara langsung dengan menandatangani serah

terima p€netapan untuk pemohon yang datang

langsung.

1. Jangka Waktu

Penyelesaian

1. Jangka waktu penyelesaian permohonan penetapan

penghentian pemarfaatan bahan nuklir dilakukan

paling lama 1E (delapan belas) hari kerla seiak

dokumen permohonanditenma

2. Peleyanan perizinan pemanfaatan bahan nuklir

diselenggarakan setiap hari dan jam kerja, sebagai

berikut:

Senin - Kamis.

ogoos/d 15.oowlB, istirahat 12.00 - 13 00wlB
I

I Lrmat:
II os.oo s/d 15.30 wB , istirahat 11.30 -13.30 wlB

5. Biaya/Tarif Tanf pelayanan penerb an penetapan pengnenllan

pemanfaatan bahan nuklir tanpa biaya.

Keteranoan:



Biaya administrasi bank dan materai ditanggung oleh

pemohon.

6. Produk

Pelayanan

Pemohon menerima Ketetapan Tata Usaha Negara

(KTUN) tentang penetapan penghentian pemanfaatan

bahan nuklir (dengan jaminan zero defec{) yang

ditandatangani oleh Direktur Penzinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir atas nama Kepala BAPETEN

7. Sarana,

PIasarana

danratau

Fasilita3

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan

penzinan, alat tulis kantor, komBjter, intemet, pnnler,

telepon, faksimile.

Pelayanan perizinan pemanfaatan bahan nuklir

diselenggarakan oleh unit keria Direktorat Perlzinan

lnstalasi dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung B

MPETEN, Jl. Gaiah mada No.8 Jakarta Pusat, Telp

(021) 63851028, Fax (021) 63851028, Email :

dpibn@bapeten.go. id.

Kompetensi

Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan penzlnan

bahan nuklir, meliPuti:

1 . Penerima Dokumen

a. Pendidikan minimal SMA dan sederaiat

b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan

!,vewenangnYa.

2. Penilai dokumen

a. Pendidikan minimal Sl teknik dan MIPA

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

weurenangnya.

c. Memiliki jabatan fungsional pengawas radiasi

Pertama

3. PengamPu / Penilai ulang

a. Pendidikan minimal Sl teknis dan MIPA'

b. Memiliki pengalaman minimal 5 lahun

penilai dokumen.

c. Memilikt iabatan fungsional pengawas

muda

4. Kepala Subdirektorat (Ka Subdat)

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku'

sebagai

radiasi



Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

6. Bendahara PNBP

a. Pendidikan minimal D3.

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

Pelaksanaan perxlawasan dilakukan oleh atasan

langsung yaitu Kasubdit Penzinan Reaktor dan Bahan

Nuklir.

Pengawasan

ln16mal

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perizinan

pemanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan penetapan

penghentian pemanfaatan bahan nuklir sebanyak 6

(enam) orang yang mengisi posisi sebagai petugas

p€nerima dokumen, penilai dokumen, pengampu/penilai

ulang. bendahara PNBP. Kasubdit, dan Drrektur'

Jumlah

Pelaksana

EUf pehyanan perizinan bahan nuklir

memberikan jaminan pelayanan perizanan berisi :

1 Setiap pelaksana pelayanan perizinan tidak

diperkenankan melakukan kegiatan yarE dapat

menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan

tugas sebagai pelaksana pelayanan perizinan

2. Setiap pelaksana pelayanan perizinan dilarang

menerima dari pthak lain yang bedndikasi gratifikasi atau

Penanganan

Pengaduan,

saran,

masukan dan

banding

1. Pengaduan, keluhan, saran. masukan dan banding dari

pengguna yang berkaitan dengan pelayanan penzinan

pemanfaatan bahan nuklirdapat disampaikan secara

langsung atau melalui surat tertulis, email

dpibn@bapeten.go.id. telepon, dan/atau faksimilie 021-

63851028 kepada Direktur Perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir.

2. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dad

pengguna mendapat penyelesaian/tanggapan 3 (tiga)

hari keoa sejak keluhan, saran dan masukan dari

p€ngguna disampaikan.

9.

11.

Pelayanan



konrpsi.

3. Setiap pelaksana pelayanan perizinan wajib meniaga

rahasia dokumen permohonan izin.

,3. Jaminan

Keaman8n

dan

Kaselamatan

Pelayanan

FElayan'an perizinan dilengkafl dengan sistem

keamanan muhi dari pemeriksaan keamanan di Fintu

gerbang, pintu gedurE sampai ke pintu lantai 4

Gedung B, tempat pelayanan perizinan. Selain itu

lantai 4 Gedung B dilengkapi CCTV untuk memantau

keamanan lingkungan.

11. EYaluasi

Klnerja

Pelak3rne

Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan

setiap tahun m€lalui mekanisme Penilaian Kesesuaian

Mutu Intemal (PKMI), tiniauan manajemen, suNey

Persepsi Pemohon/Pemegang lzin dan pengukuran

kineria pelayanan publik Direktorat Perizinan lnstalasi

dan Bahan Nuklir.

Ditetapfian di : JAKARTA

Pada Tanggal : 3 Desember 2014

NtP 196207131990031001

DireKur,+
Reno AlamsYah
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LAMPIRAN KE-8

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR

TANGGAL

: PUK/DPIBN/0O.9

: 3 Oesember 2014

STANDAR PELAYANA}I PENERBITAN PENETAPAN PENGHENTIAN

PEiiANFAATAN BAHAN NUKLIR

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan perizinan pemarfaatan bahan nuklir, maka perlu

ditetapkan standar pelayanan penerbitan penetapan penghentian pemanfaatan

bahan nuklir.

Maksud penetapan standar pelayanan perizinan ini untuk memberikan kepastian

pelayanan, meningkatkan kualitas dan kineria Pelayanan, serta sebagai tolok ukur

dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai bentuk kewajiban dan janii BAPETEN kepada masyarakat dalam

memberikan pelayanan yang berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perizinan lnstalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan

Nuklir

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014

tentarE Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Bedaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir,

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2014

tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir'



Peraturan kepala BAPETEN Nomor 10 tahun 201 1

tentang Sistem Manajemen Badan PerEawas

Tenaga Nuklir

Pelayanan

Sistem,

Mekanisme

dan Prosedur

1. PeByaratan administratif, meliputi:

c. Surat permohonan penetapan penghentian

pemanfaatan bahan nuklir

d. Bukti pembayaran biaya permohonan lzin

pemanfaatan bahan nuklir;

2. Persyaratan teknis, meliputi:

d. Laporan mengenai data bahan nuklir,

e. Laporan mengenai hasil pengukuran papaBn

radiasidi fasilitas;

f. Laporan mengenai penanganan akhir bahan

nuklir

C. Diagram alir Prosedur
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B. Uraian Prosedur

5. Pemohon menyampaikan permohonan

penetapan

Penghentian pemanfaatan bahan nuklir' dan

menyertakan persyaratan.

6. BAPETEN menerima permohonan beserta

dokumen persyaratan, dan memberikan tanda



terima dokumen untuk pemohon yang datang

langsung.

Proses dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) hari kerja.

7. MPETEN melakukan penilaian terhadap

permohonan penelapan penghentian pemanfaatan

bahan nuklir. Jika hasil dari penilaian diyatakan

memenuhi persyaratan maka EAPETEN

mengeluarkan surat penagihan dan dilanjutkan ke

proses p€nerbitan. Akan tetapi aEbila hasil

penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

maka BAPETEN menolak permohonan penetapan

penghentian kegiatan pemanfaatan bahan nuklir.

Proses dilakukan dalam jangka waktu paling lama

10 (sepuluh) hari kerja.

8. BAPETEN menerbitan penetapan penghentian

pemanfaatan bahan nuklir. Penetapan kemudian

dikirimkan kepada pemohon atau diserahkan

secara langsung dengan menandatangani serah

terima penetapan untuk pemohon yang datang

langsung.

1, Jangka Waktu

Penyalesaian

3. Jangka waktu penyelesaian permohonan penetapan

penghentian pemanfaatan bahan nuklir dilakukan

paling lama 1E (delapan belas) hari keoa seJak

dokumen permohonan diterima.

4. Pelayanan perizinan pemanfaatan bahan nuklir

diselenggarakan setiap hari dan iam keria, sebagai

berikut:

Senin - Kamis:

09 00 vd 15.00 WlB, istirahal 12 00 - 13.00 WIB

Jumat:

09.00 s/d 15.30 WIB , istirahat 1 1 .30 -13.30 WIB

5. Biaya/Tarif Tarif pelayanan penerbitan penetapan penghentaan

pemanfaatan bahan nuklir tanpa biaya.

Keteranoan:

Biaya adminisirasi bank dan materai ditanggung oleh



pemohon.

6. Produk

P6layanan

Pemohon menerima Ketetapan Tata Usaha Negara

(KTUN) tentang penetapan penghentian pemanfaatan

bahan nuklir (dengan iaminan zero defect) yang

ditandatangani oleh Direktur Perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir atas nama Kepala BAPETEN

7. Sarana,

Prasarana

danratau

Fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputi ruang pelayanan

perzinan, alat tulis kantor, komputer, internet, printer,

telepon, faksimile.

Pelayanan perizinan pemanfaatan bahan nuklir

diselenggarakan oleh unrt kerja Direktorat Perizinan

lnstalasi dan Bahan Nuklir di Lantar 4 Gedung B

BAPETEN, Jl. Gajah mada No.8 Jakarta Pusat, Telp

(021) 63851028, Fax (021) 63851028, Email :

dpibn@bapeten.go.id.

8. Kompetensi

Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan

bahan nuklir, meliputi:

1. Penerima Dokumen

a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat.

b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

2. Penilai dokumen

a. Pendidrkan minimal 51 teknik dan MIPA .

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

wewenan9nya

c. Memiliki jabatan fungsional pengawas radiasi

pertama

3. Pengampu / penilai ulang

a. Pendidikan minimal 51 teknis dan MIPA.

b. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai

penilai dokumen.

c. Memiliki jabatan fungsional pengawas radiasi

muda

4. Kepala SuMirektorat (Ka.Subdit)

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

5. Direktur



Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang bedaku.

6. Bendahara PNBP

a. Pendidikan minimal D3,

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

9. Pengawasan

lnternal

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh atasan

langsung yaitu KasuMit Penzinan Reaktor dan Bahan

Nuklir.

10. Penanganan

Pengaduan,

saranr

masukan dan

banding

1. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari

pengguna yang berkaitan dengan pelayanan perizinan

pemanfaatan bahan nuklirdapal disampaikan secara

langsung atau melalui surat tertulis, email

dpibn@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-

63851028 kepada Direktur Perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklar.

2. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari

pengguna mendapat penyelesaianllanggapan 3 (tiga)

hari ke4a seiak keluhan, saran dan masukan dari

pengguna disampaakan.

't t. Jumlah

Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perizinan

pemanfaatan bahan nuklir untuk kegiatan penetapan

penghentian pemanfaatan bahan nuklir sebanyak 6

(enam) orang yang mengisi posisi sebagai petugas

penerima dokumen, penilai dokumen, pengampu/penilai

ulang, bendahara PNBP, KaSuMil, dan Direktur.

12. Jamlnan

Pelayanan

Kode etik pelayanan perizinan bahan nuklir

memberikan jaminan pelayanan perizinan berisi :

1 . Setiap pelaksana pelayanan perizanan tidak

diperkenankan melakukan kegiatan yang

dapat menimbulkan benturan kePentingan

dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana

pelayanan perizinan.

2. Setiap pelaksana pelayanan perizinan

dilarang menerima dari pihak lain yang

bedndikasi gratifikasi atau korupsi.



menjaga rahsh dokumen permohonan izin.

13. Jamlnan

Keamanan

dan

Keselamatan

Pelayanan

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem

keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pir u

gerbang, prntu gedung sampai ke pinlu lantai 4

Gedung B, tempat pelayanan perizinan. Selain itu

lantai 4 Gedung B dilengkapi CCTV untuk memantau

keamanan lingkungan.

11. Evaluasi

Kinerja

Polrksana

Evaluasi pelaksanaan stendar pelayanan dilakukan

setiap tahun melalui mekanisme Penilaian Kesesuaian

Mutu lntemal (PKMI), tiniauan manaiemen, survey

Persepsi Pemohon/Pemegang lzin den pengukuran

kineria pelayanan publik Direktorat Perizinan lnstalasi

dan Bahan Nuklir.

Ditotapkan di : JAKARTA

Pada Tarpgal : 3 Desember 2014

Direktur,

f,
Reno Atamsvan \ 
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BAI'AN PENGAWAS TENAGA }IUXLIR
Nuclerr EnerP Regulatory Agencl

MAKLUMAT PELAYANAN

petaya"nan sesuai standir pelavanan va ng telah diP11tl1 i tl
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan

apabiia tidak menepati ianji ini, kami s'ap menerima.s.lnksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakatta' 3 t,6smbet 201t1

Diraktur Pstizinan lnstelasl dan Beh'n Xuklll

Drs. R€no Alamsyah' Sc
NlP.l 962071 3l 990031 001
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